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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 07 /BPKAD-A/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 59), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 118);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123);
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 98 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 98);
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2024 Nomor 34);



9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2024 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran
2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Program /Kegiatan/Subkegiatan pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya, DONATUS FRANSEDA

SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 07/ BPKAD-A/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO. | SBASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL sATUAN | TARGET INDIKATOR
TAHUN 2025
To Meningkatkan Kualitas | Persentase Pengelolaan Prinsip-prinsip akuntansi (SAF)
. . Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Peranghat Daerah sesuai SAP
Pengelolaan Keuangan | Keuangan Sesuai Standar yang diterapkan dalam Jumiah Peranigiar Daccah "% %
Daerah pengelolaan dan penyusunan % 100%
Laporan Keuangan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas | Persentase Capaian Pengukuran terhadap
Pengelolaan Barang Akuntabilitas Pengelolaan pengelolaan Aset atau Barang Realisasi Pengelolaan Barang Millk Daerah % 100% - 100
Milik Daerah Barang Milik Daerah Milik Dacrah secara cfektif dan Target Pengelolaan Barang Milik Daerah
akuntabel

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

DONATUS FRANSEDA



